SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
PUTUSAN
NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROVI11.00/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menenma, memeriksa, mengkaji, dan
memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama . Cosmas Joharudin

Tempat, Tanggal Lahir: [ RN

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan . Karyawan Swasta

Alamat s

Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR

MELAPORKAN
1. Tia Rahmania, M Psi Psikolog, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (OPR RI) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI
Perjuangan) Nemor Urut 2 Daerah Pemilihan Banten | (Kabupaten Pandeglang

dan Kabupaten Lebak) Provinsi Banten, beralamat di [ RN

Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR |

2. Muhamad Arf, Wawan Gunawan, Rustam Dahuri, Jaji dan Muhidin masing-
masing berkedudukan sebagal Ketua dan Anggota Panita Pemilihan Kecamatan
Sajira (PPK Sajira), beralamat di Jalan Alun-aiun selatan Mo.02 (pasar alun-alun)
Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten 42371, Selanjutnya disebut sebagal

TERLAPOR Il

Putusan Nomor; C0Z/LP/ADM PLBWSL PROW! 1002024
Halaman 1 dari 47


herman.ugie1@gmail.com
Rectangle

herman.ugie1@gmail.com
Rectangle

herman.ugie1@gmail.com
Rectangle

herman.ugie1@gmail.com
Rectangle

herman.ugie1@gmail.com
Rectangle

herman.ugie1@gmail.com
Rectangle


3. Encun Sukatma, Herdiana Abadi, Muhamad Arwin Oktavian, Enjang Algifari dan
Mansur masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panita
FPemilinan Kecamatan Cimanggu (PPK Cimanggu), beralamat di Jalan Raya
Sumur km 12 Kp. Polos Ds. Waringinkurung Cimanggu-Pandeglang 42284,
Selanjutnya disebul sebagai TERLAPOR il

4. Hendriana Ahmad Putra, Indra, Yayat, Budi Mahyudi dan Rehman masing-masing
berkedudukan sebagal Ketua dan Anggota Panita Pemillhan Kecamatan Saketi
(PPK Saketi), beralamat di Jalan Raya Labuan Km. 20, Saketi. Kab, Pandeglang
Kode pos 42273, Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR IV.

5. Nahrudin, Pakih, Beni Jaya Permana, Ahmad Junaedi dan TB. Wahyudin masing-
masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panita Pemilihan Kecamatan
Rangkas Bitung (FFPK Rangkas Bitung), beralamat di Jalan Sunan Kalijaga
No.281, Muara Ciujung Tim., Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten
42314 Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR V.

6. Usep Sunardi, Mutoharudin, Asep Saepudin, Usep Maulana dan Yuga Pramana
masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panita Pemilihan
Kecamatan Cibeber (PPK Cibeber), beralamat di Kantor kecamatan Clbeber jalan
raya Cikotok Cimaja km. 05 warungbanten, Kab. Lebak-Banten 42384
Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR V.

7. Qudratullah, Ismet Rahmat, Ahmad Lutfi Mahdiana, Dede Sutardi dan Suandi
masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panita Pemilihan
Kecamatan Warunggunung (PPK Warunggunung), beralamat di Jalan Raya
Rangkasbitung-Pandeglang Km.08 Kec. Warunggunung Kab. Lebak-Banten
42352, Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR VII.

8. Asep Sukron Ma'mun, Tirta Kandaka, Maksum, lip Miftah Hidayat dan Khaerudin
m#sing-masing berkedudukan sebagal Ketua dan Anggota Panita Pemilihan
Kecamatan Lebakgedong (FPK Lebakgedong), beralamat di Jalan Raya Cipanas
Warung Banten Km. 05 Kec, Lebakgedong Kab, Lebak-Banten 42373
Selanputnya disebut sebagai TERLAPOR VIl

9. Ebi Cahyono, Baeguni, Nursolah, Heru Jaman dan Dede Supiandi masing-masing
berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panita Pemilihan Kecamatan Cileles
(FPK Cileles), beralamat di Jalan Raya Cileles - gunungkencana. Kampung Saijir,
Desa Cikareo Kec. Cileles Kab, Lebak-Banten 42353, Selanjutnya disebut sebagai
TERLAPOR IX.

10.Hen, Suhendi, Madscleh, Subhan Ali dan Moh. Yamin masing-masing
berkedudukan sebagal Ketua dan Anggota Panita Pemilihan Kecamatan Cihara
(PPK Cihara), beralamat di Jalan Raya Cihara Cikopo KM.01 Wanasari Desa
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Cihara Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten 42382, Selanjutnya disebut sebagai
TERLAPOR X.

11.H, lyan Novian, TB Lukman Maulana, Mu'an, Abdul Azis dan Masroni masing-
masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panita Pemilihan Kecamatan
Pandeglang (PPK Pandeglang), beralamat di Jalan Yusuf Martadilaga No 54
Pandeglang kode pos 42212, Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR XI.

12.Eko Suryaman, Afrizal Chaniago, Rahmat Jaenuri, Bahtiar Rifa'l dan Evi Tamami
masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panita Pemilihan
Kecamatan Cibaliung (PPK Cibaliung), beralamat di Jalan Alun-alun Utara no 1
Desa Sukajadi, Keg. Cibaliung, Kab. Pandeglang 42285. Selanjutnya disebut
sebagai TERLAPOR XII.

13 Abdul Aziz, Jimi Hajimi, Muslim, Epi Saefudin dan lkmal Maulana masing-masing
berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Panita Pemilihan Kecamatan Menes
(PPK Menes), beralamat di Jalan Jalan Perintis kemerdekaan, Kp. Pasirmengger-
Desa menes Kec. Menes, Kab. Pandeglang 42262, Selanjutnya disebut sebagai
TERLAPOR Xl

14 Zaini Mufthie, Hidayatul Mustafidz, Fikram, Isadul Umam dan Suci Nurmalasari
masing-masing berkedudukan sebagal Ketua dan Anggota Panita Pemilinan
Kecamatan Cibadak (FPK Cibadak), beralamat di Jalan Kp. Panancangan, Kec.
Cibadak, Kab. Lebak-Banten 42357 Selanjutnya disebut sebaga: TERLAPOR
XV,

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor,

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor
Terapor, dan Pengawas Pemilu.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah memeriksa Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor;
DOZ/LP/ADM. PL/BWSL PROVIM1.00/1V/2024 yang diregistrasi pada tanggal 22 April
2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAFOR
Bahwa pada Kamis 21 Maret 2024 Para Saksi melakukan rekap manual internal
Tim Pemenangan Caleg DPR-R| PDI Perjuangan Bonnie Triyana No. Urut 1
Dapil Banten | (Kab. Pandegiang - Kab. Lebak) Provinsi Banten ditemukan
pelanggaran yang dilakukan oleh PPK-PPK Kecamatan di Kab. Pandeglang dan

Kab. Lebak pada saal rekapitulasi Tingkat Kecamatan.
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- Bahwa pelanggaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemindahan
perolehan suara partal politk PD| Perjuangan menjadi perolehan suara Tia
Rahmania, M.Psi_, Psikolog - Calon Anggota DPR-RI Partai PDI Perjuangan No.
urut 2 Dapil Banten | (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten.

- Bahwa pelanggaran tersebut terjadi dengan memindahkan perolehan suara
partai di TPS-TPS di Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak sebagai berikut:

a.
b.

.

TPS 009 Kec. Sajira, Desa Parungsan, Kab. Lebak, Provinsi Banten,

TFS 012 Kec. Sajira, Desa Sindangsari, Kab, Lebak, Provinsi Banten.

TPS 01 Kec Cimanggu, Desa Kramat Jaya, Kab. Pandeglang, Provinsi
Banten

d. TPS5 05 Kec. Saketi, Desa Sindanghayu , Kab. Lebak, Provinsi Banten

TPS 10 Kec. Rangkasbitung, Kel Rangkasbitung, Kab, Lebak, Provinsi
Banten

- Bahwa pemindahan perolehan suara di masing-masing TPS-TPS tersebut diatas
dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan Calon Anggota DPR-R| Partai
PDI Perjuangan MNo. urut 2 Dapil Banten | (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak)
Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog dengan rincian
sebagai berikut:

TPS 009 Kec. Sajira, Desa Parungsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten

gorrioro B e o e dag A orAsL | keTERANGAN
KECAMATAN |
Suara Partai 9 & | Berkurang 3 suara
MNomor 1 3 1 ' Tetsp
Nomer 2 14 17 Bertambah 3 suara |
Momar 3 s 2 Tatap {
Momor 4 1] = 1] Tetap
Nomor § _n 0 Tetap
MNomor B o a Tetap o
TOTAL 28 2 Yo
TPS 012 Kee, Sajira, Desa Sindangsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten
PARTAI& | MODELC.HAsi | LAMPIRAN MODEL
CALEG SALINAN-DPR Shpopaic KETERANGAN
| KECAMATAN
Suara Parai B 2 Berkurang 6 suara
| MNomor 1 i) i Tatap
Momor 2 16 22 Bertambah B suara
Nomor 3 54 54 Tetap
| Nomor 4 1 . 1 Tatap
]- Momor 5 1 1 Tetap
| MNomor 8 i) 0 Tetap
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TOTAL
SUARA

BE 86 Tetap

TPS5 01 Kec. Cimanggu, Desa Kramat Jaya, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten

e | venta | Mot | kerenmaa |
KECAMATAN

| _Suara Partal | & 4 _ | Berkurang 2 suara
Nomor 1 2 2 Tetap |
Nomor 2 8 10 Bertambah 2 suara
Mamor 3 i 4 _Tstap |
_Nomor 4 ] 3 Tatap
NomoeS | @ . o | Tetap |

_ NomorB | 0 0 ' Tetap :
;3::; 25 26 Tetap |

TP3 05 Kec. Saketi, Desa Sindanghayu, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten

|—
[
PARTAI& = MODEL C. HAsiL | -AMPIRAN MODEL
CALEG SALINAN-DPR D.HASIL KETERANGAN
KECAMATAN
| Suara Partal | 4 . Berkurang 3 _-I-_l!_ré ~
| Momor 1 1 Tetap - il
Momor2 | 1 4 | Bertambah 3 suara
Momor 3 1 1 TE_!EE
_Nomord 0 0 | | Tetap )
Momaor 5 ) a [ Tatap
| Nomor 6 0 0 Tetap |
TOTAL
SUARA 10 10 Tetap

Bahwa berdasarkan uraian tabel diatas maka Total Penambahan suara untuk
Calon Anggota DPR-R| Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten | (Kab.
Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi..
Psikolog adalah sebanyak14 (empat belas) suara Dan perolehan suara
Partai Politik PDI Perjuangan berkurang sebanyak 14 (empat belas) suara.
Bahwa selain yang telah diuraikan tersebut diatas terdapat juga pemindahan
perolehan suara yang dilakukan oleh PPK-PPK Kecamatan Kec.Cibeber-Kab.
Lebak, Kec. Rangkasbitung-Kab. Lebak, Kec. Sajira-Kab. Lebak, Kec.
Fangkasbitung-Kab. Lebak, Kec. Warunggunung-Kab,.Lebak, Kec. Cileles-Kab.
Lebak, Kec. Cihara-Kab. Lebak menjadi perolehan suara Calon Anggota DPR-
Kl Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil Banten | (Kab. Pandeglang - Kab,
Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi , Psikolog,

Bahwa pelanggaran tersebut terjadi dengan memindahkan perolehan suara
untuk kepentingan / keuntungan Calon Anggota DPR-RI Partai PDI Peruangan
No. urut 2 Dapil Banten | (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas
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nama Tia Rahmania, M_Psi., Psikolog yang ada di TPS-TPS di Kab, Pandeglang
dan Kab, Lebak sebagai berkut:

a
b

TPS 09 Kec. Cibeber, Desa Citorek Tengah, Kab. Lebak, Provinsi Banten,
TPS 06 Kec. Rangkasbitung, KellDesa Kolelet Wetan, Kab. Lebak. Provinsi
Banten;

c. TPS 004 Kec. Sajira, Kel/lDesa Sajira Mekar, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
d. TPS 005 Kec Rangkas Bitung, KellDesa Jatimulya, Kab. Lebak. Provinsi

h.

Banten;
TPS 005 Kec. Lebak Gedong, Kel/Desa Banjarsari, Kab. Lebak, Provinsi
Banten;
TPS 01 Kee. Cimanggu, Kel/Desa Kramat Jaya, Kab. Lebak, Provinsi Banten;

. TPS 04 Kec. Cileles, KelDesa Prabugantungan, Kab. Lebak, Provinsi

Banten:
TPS 08 Kec. Warunggunung, Kel/Desa Baros, Kab. Lebak, Provinsi Banten;
TPS 02 Kec. Cihara, Kel/desa Barunai, Kab. Lebak, Provinsi Banten

Bahwa pemindahan perolehan suara di masing-masing TPS-TPS tersebut diatas

dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan Calon Anggota DPR-RI Partai
PDI Perjuangan Mo. urut 2 Dapil Banten | (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak)
Frovinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog dengan rincian

sebagai berikut:

| TPS 09 Kec. Cibeber, Desa Citorek Tengah, Kab. Lobak, Provinsi Banten

|
PARTAI & MODEL C. HASIL LAMPIRAN MODEL

CALEG SALINAN.-DPR | D.HASIL KECAMATAN | '(CTERANGAN
|
_ Suara Partai 1 1 Tetap
Marmoar 1 | 1 1 Tatap
N g 251 Bertambah 251 suara |
|

TPS 06 Kec. Rangkasbitung, Kel/Desa Kolelet Wetan, Kab. Lebak, Provinsi Banten

PARTAI & MODEL C. HASIL LAMPIRAN MODEL

CALEG SALINAN-DPR | D.HASIL KECAMATAN | RETERANGAN
Suara Partai 4 4 i Tetap B
||
Nomor 1 31 31 Tetap |
L Momor 2 il = _?___ Rl L] B Bertammbah Esuﬂ

TPS 004 Kec. Sajira, KellDesa Sajira Mokar, Kab. Labak, Provinsi Banten

— = — o —

PARTAI & MODEL C. HASIL LAMPIRAN MODEL
CALEG SALINAN-DPR | DHASIL KECAMATAN | NETERANGAN

| SusraPartai | 2 = 2 | Tetap
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Momor 1

Q

Mamoar 2

7

o

Tetap

12

Bertambah § suara__

TPS 005 Kec. Rangkas Bitung, Kel/'Desa Jatimulya, Kab. Lebak, Provinsi Banten

PARTAI& | MODELC.HASIL | LAMPIRAN MODEL
CALEG SALINAN-DPR | D.HASIL KECAMATAN | NETERANGAN
__Suara Partai i 8 f_utap '
Nomar 1 10 7 Berkurang 3 suara i
Nomar 2 7 23

|_Bertambah 3 suara |

TPS 005 Kec. Lebak Gedong, Kel/De

sa Banjarsari, Kab. Lebak, Provinsi Banten

PARTAI &
CALEG

Suara Fartal
Mamar 1

Momard |

MODEL C. HASIL
SALINAN-DPR

g
3

21

PARTAI &

TP3 04 Kec. Cileles, Kel/Desa Prabu

LAMPIRAN MODEL

B
3
22

D.HASIL KECAMATAN

KETERANGAN

Tetap
] Telap
Bertambah 1 suara

MODEL C, HASIL

LAMPIRAN MODEL

gantungan, Kab. Lebak, Provinsi Bantan

CALEG SALINAN-DPR | D.HASIL KECAMATAN | KETERANGAN
Suara Partai i} ] Tatap

Mamar 1 | 0 Tetap

Nomaor 2 13 4 Bertambah 1 suara

TPS 05 Kec, Cilele, Kel/Margamulya,

Kab. Lebak, Provinsi Banten

TPS 0F Kec. Cihara, Kelldesa Barun

PARTAI& | MODELC. HASIL | LAMPIRAN MODEL
CALEG SALINAN-DPR | D.HASIL KECAMATAN |  NRETERANGAN
Suara Partai 2 2 Tetwp
Mamar 1 _1_ 1 i _l_'@!e_hg_
- 0 4 Bertambah 2 suara |
TPS 08 Kec.Warunggunung, Kelldesa Baros, Kab. Lebak, Provinsi Banten
PARTAIA | MODELC. HASIL | LAMPIRAN MODEL
CALEG SALINAN-DPR | D.HASIL KECAMATAN | NETERANGAN
SuarsPatai | 5 g _ Tetap
___ Nomor 1 . SR R S _Tetap |
Namar 2 2 12 | Bertambah 10 suara

ai, Kab. Lebak, Provinsi Banten

PARTAI&  MODELC.HASIL | LAMPIRAN MODEL
CALEG SALINAN-DPR | D.HASIL KECAMATAN @~ NETERANGAN
 Suara Partai | 8 8 ! Tetap 1

Mamar 1 : a 0 Tetap
| Momer2 | 0

Bertambah 1 suara |

- Bahwa berdasarkan uralan tabel tersebut diatas maka Total Penambahan /
penggelembungan suara untuk Calon Anggota DPR-RI Partal PDI Perjuangan
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Mo, urut 2 Dapil Banten | (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas

nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog adalah sebanyak 283 (dua ratus delapan

puluh tiga) suara.

Bahwa selain itu pelanggaran juga terjadi dengan memindahkan perolehan suara

untuk kepentingan / keuntungan Calon Anggota DPR-R| Partai PDI Perjuangan
MNo. urut 2 Dapil Banten | (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas
nama Tia Rahmania, M Psi_, Psikolog yang ada di TPS-TPS di Kab. Pandeglang
dan Kab. Lebak sebagai berikut
a. TPS 37 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Pandeglang, Kab, Pandeqglang, Provinsi

Banten;
PARTAIS | MODELC. HasiL | LAMPIRAN MODEL R EHATAN
CALEG SALINAN-DPR KEC. AMATAN
Suara Partal 1 1 Tetap
Nomar 1 10 10 ~ = Tetap
Nomar2 | 4 5 Bertambah 1 suara

b. TPS 29 kec. Fandeglang, Kel/Desa Pandeglang, Kab, Pandeglang, Provinsi

Banten;
PARTAIE | MODEL C. HASIL
CALEG SALINAN-DPR
Guala Partai 3
_Nomor1 | 15
: Nomar 2 ; Q

LAMPIRAN MODEL

D.HASIL
RSN TN
3
15
1

HETERANGAN

TBI.I.FI —=
_ Tedap
Bertambah 1 suara

¢. TPS 15 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi

Banten:
| PARTAI& | MODEL C.HaAsiL | LAMPIRAN MODEL '
CALEG SALINAN-DPR D.HASIL KETERANGAN
KECAMATAN
- Suara F‘HJ-'I:EI 1 1 Tetap
Mamor 1 15 16 Teiap
Nomaor 2 i z Bertambah 1 suara

PARTAI &
CALEG

Euarﬂ Parlﬂb
| - MNomer 1
i Wamar 2

i

LAMPIRAN MODEL

H'II:H:IEL C. HASIL
D.HASIL KETERANGAMN
SALINAM-DPR KECAMATAN
4 B 4 Tetap
Y .51. = B ' Tetap
1

_ Bertambah 1 suara
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e. TPS 05 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Kabayan

., Kab. Pandeglang, Provinsi

Banten,
PASTAIR) | MOmm D At MODEL D.HASIL KETERANGAN
KECAMATAN
SuaraPatai | 1 1 Tetap
Marmor 1 1 1 Tetap
Namor 2 k] 4 Bertambah 1 auara

TPS 04 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Pandeglang, Kab, Pandeglang, Provinsi

Banten;
LAMPIRAN

P I i

CALEG | 'SALNANDPR | MODELDHASIL |  KETERANGAN
KECAMATAN

Suara Partal 2 2 = Totap

Nomar 1 0 0 Tatap

Heors L : 2 Bertambah 1 suara |

g. TPS 10 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Babakan Kalanganyar, Kab.
Fandeglang, Provinsi Banten;
LAMPIRAN
PARTAI & MODEL C. HASIL
MODEL D.HASIL KETERANGAN
CALEG SALINAN-DPR KECAMATAN
' Suara Partai 5 5 Tetap
Momar 1 1 1 Tetap
Momaor 2 i 1 Bertambah 1 suara

h. TPS 30 Kec Pandeglang, Kel/Desa Kabayan, Kab. Pandeglang, Provinsi

Banien;
| Sl | —
LAMPIRAN
"CALEG. | 'SALNANOPR | MODELDHASI |  KETERANGAN

' KECAMATAN

| Suara Partai o a ~ Totap

| __Nomaor 1 I B & Tetap

L _Nomor2 | 2 3 Bertambah 1 suara

TPS 27 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Kabayan, Kab. Pandeglang, Provinsi

Banten;
LAMPIRAN
oo | MomEk S MASK | worel DS KETERANGAN
- KECAMATAN
Suara Partai 2 2 Tetap
Nomaor 1 3 3 Tetap
Nomar 2 i} 1 Bartambah 1 suara

Banten;

TPS 54 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Pandeglang, Kab. Pandeglang, Provinsi
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&

LAMPIRAN
Pg:::'lﬁ& T:Ehfﬂgﬁl' MODEL D.HASIL KETERANGAMN
KECAMATAMN
Suara Partai 1 1 Tetap
— .I._Iu o 1 il | _E ; - Tﬁa_ﬂ B
Homor 2 ] 1 Bertambah 1 suara

k. TPS 06 Kec Saketi Kel/Desa Mekarwangi, Kab, Pandeglang, Provinsi

Banten;
LAMPIRAN
e | | Seiai ook | WORELDMASK KETERANGAN
KECAMATAN
Suara Partai 2 2 Tetap
Momor 1 0 1] Tetap
Momar 2 i} 4 Bertambah 4 suara

TPS B Kec, Cibaliung, KelDesa Cibaliung, Kab. Pandeglang, Provins:

KETERANGAN

,__Bl‘l'kil[l_r;_g 1 suara 1
Berkurang 1 suara

Banten;
PARTAI& | MODEL C. HASIL LAMPIRAN
CALEG SALINAN-DPR WODEL D HABR
KECAMATAN
Suara Partai 3 i 2 .
~ Nomar 1 1 g
Namoar 2 2 2

Tetap

m. TPS 03 Kec Menes, KellDesa Kadukpayung, Kab. Pandeglang, Provinsi

Banten;
LAMPIRAN
PARIONS | MODELC.HABL. | wopE pasn KETERANGAN
| KECAMATAN
I Suarm Partai | g Totap
Narnar 1 2 . Tatap
Mamor 2 1 11 Bertambah 10 suara

.

TPS 50 Kec. Pandeglang, Kel/Desa Pandeglang. Kab. Pandeglang, Provinsi

Banten;
|
| LAMPIRAN
P Ee | Mentnauiselt | MODELDHASIL |  KETERANGAN
| KECAMATAN
| Suara Pariai = 1 Tetap ]
Nomar 1 3 3 Tetap
Namar 2 - 2 Bertambah 1 suara
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Bahwa berdasarkan uraian tabel diatas maka Total
Penambahan/penggelembungan suara untuk Calon Anggota DPR-RI Partai
FPDI Perjuangan Mo wurut 2 Dapil Banten | (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak)
Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania, M Psi., Psikolog adalah sebanyak 25
{dua puluh lima) suara.

Bahwa PPK Kec. Cibadak-Kab. Lebak dan PPK Kec. Rangkas Bitung-Kab.
Lebak juga diduga melakukan pelanggaran dengan cara penghilangan perolehan
suara Partai PDI Perjuangan pada rekapitulasi Tingkat kecamatan di TPS-TPS
sebagai berikut

TPS 19 Kec. Cibadak, Kel./Desa Tam bakbaya, Kab. Lebak - Banten

LAMPIRAN
Féi‘fg:f ' "ff,ﬁf; f,;_’;‘ﬁ" MODEL D.HASIL KETERAMGAN
KECAMATAN
Suara Partal ; 12 . a Berkurang 12 suara

TPS 4 Kec. Rangkasbitung, Kel./Desa Muara Ciujung Barat, Kab. Lebak -
Banten

LAMPIRAN
"m:f “gfﬁ,‘; fﬂ_’;’l‘f;* MODEL D.HASIL KETERANGAN
KECAMATAN
_ Suara Pantai | 10 9 Berkurang 8 suara |

Bahwa berdasarkan uraian tabel diatas maka perolehan suara Partai Politik
PDI Perjuangan berkurang sebanyak 21 (dua puluh satu) suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah menjadi fakta hukum yang tidak
terbantahkan PPK Kecamatan Sajira Kab Lebak, Kec.Cibeber-Kab. Lebak, Kec,
Rangkasbitung-Kab. Lebak, Kec. Sajira-Kab, Lebak, Kec. Rangkasbitung-Kab
Lebak, Kec. Warunggunung-Kab.Lebak, Kec. Cileles-Kab. Lebak, Kec. Cihara-
Kab. Lebak, PPK Kecamatan Cimanggu-Kab Pandeglang, PPK Kecamatan
Saketi Kab, Pandeglang, PPK Kecamatan Rangkas Bitung-Kab. Lebak, PPK
Kec. Pandeglang-Kab. Pandeglang. Kec. Menes-Kab. Pandeglang, Kec.
Cibaliung-Kab. Pandelang Provinsi Banten.

Bahwa selanjutnya pada Minggu 31 Maret 2024, Saya berkunjung ke rumah
pemenangan Boni Triana yang beralamat JI. Sunan Giri No. 60 Kp. Pasir Suka
Rakyat Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten
Lebak-Banten, dimana dirumah pemenangan tersebut Saya bertemu dengan Sdr
Moh Enday Hidayat dan Fatur Rizal Nuralif yang sedang duduk diruang tamu
membicarakan peristiwa kecurangan sebagaimana uraian tersebut diatas, lalu
Saya ikut nimbrung dan berusaha mendengar peristiwa yang dipercakapkan
tersebut sambil bertanya bukti dan atau dasar kecurangan itu darimana
rujukannya, lalu para saksi menginfokan dari dokumen C hasil beberapa TPS
dapil Banten | yang disandingkan dengan formulir D hasil rekapitulasi
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penghitungan suara Tingkat kecamatan, dar situ Saya baru mengetahui
peristiwa tersebul, selanjutnya Saya keesokan harnya mencoba untuk
komunikasi dengan sdr Boni Triana atas peristiwa tersebut, lalu sdr Boni Triana
meminta bantuan pada Saya agar melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu
Banten atas dugaan telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilu, berupa
pelanggaran lerhadap tata cara dan prosedur saat proses pembuatan dokumen
formulir D hasil oleh PPK direkapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan,
dimana pembuatannya tidak merujuk pada formulir C hasil yang dibuat di TPS;

2.  BUKTI-BUKTI PELAPOR
Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut-

NG KODE BUKTI JENIS BUKTI
1 $ s Copy MOOEL C HASIL SALINAN-OPR TPS 008 Kec, Sajira,
| Desa Parungsan, Kab. Lebak, Provins: Banten
: ) Copy MODEL C HASIL SALINAN-OPR TPS 012 Kec. Sajira. |
) Desa Sindangsan, Kab. Lebak, Provingi Banten
) - Copy LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DFR Kec.
& Sajira, Kab Lebak, Provinst Banten
i Copy MODEL C.HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Kec
4 P-4 Cimanggu, Desa Kramat Jaya, Kab. Pandeglang, Provinsi
Banten
5 L Copy LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-OPR Kec,
Cimanggu, Kab, Pandeglang, Pravinsi Banten
E g Copy MODEL C HASIL SALINAN-DPR TPS 05 Kec, Saket,
Desa Sindanghayu ., Kab. Lebak, Provinsl Banten
| 7 5.7 Copy LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Kec
' Saketl, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten
i Copy MODEL C HASIL SALINAN-DPR TPS 10 Kec
. 8 P-8 Hangkasbitung, Kel Rangkasbiung. Kab. Lebak, Provins
i Banten
& P.g Copy LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DOPE Kec,
Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Bamtan
- ol Copy MODEL C HASIL SALINAN-DPR TPS 08 Kec. Cibsber,
Desa Citorek Tengah, Kab. Lebak, Provinsi Banten
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[ NO r KODE BUKTI JENIS BUKTI

| 1

12

13

Copy MODEL C HASIL SALINAN-DPR TPS 06 Kec.
P-11 Rangkasbitung, KelDesa Kolalet Wetan, Kab Lebak,
Provinzi Banten

Capy MODEL € HASIL SALINAN-DPR TPS 4 Kec. Sajira,
Kel'Desa Sajira Mekar, Kab. Lebak, Provinsl Banten

Copy MODEL C HASIL SALINAN-DPR TPS 005 Kec. |
P-13 Rangkas Bitung, KeVDesa Jatimubya, Kab. Lebak, Provinsi
Banten

14

Capy MODEL C HASIL SALINAN-DFR TPS 005 Kac. Lebak
Gedong, KelDesa Banfarsarn, Kab. Labak, Provinsi Banten

15

16

17

18

19

Copy MODEL C_HASIL SALINAN-DPR TPS 01 Kec
P-15 Cimanggu, Kel'Desa Kramat Jaya, Kab. Pandeglang, Provinsi
Barnten

Copy MODEL C HASIL SALINAN-DPR TPS 04 Kec. Cilales,
Kal/Desa Prabugantungan, Kab. Lebak, Provinsi Banten

r _

~ Copy MODEL C HASH SALINAN-DPR TPS D8 Kec
P—-17 | Warunggunung, Kel'Desa Baros. Kab Lebak, Provins
Banten

j =
- | Copy MODEL C HASIL SALINAN-DPR TPS 02 Kec. Cihara.
' Kel'desa Barunal, Kab Lebak, Provinsi Banten

Copy MODEL C HASIL SALINAN-DPR TPS 19 Kec.Cibadak,
Kelldesa Tambakbaya, Kab. Lebak, Provinzi Bantan

20

Copy MODEL C HASIL SALINAN-DFPR TPS 04
P20 Kec Rangkasbitung. Kelfdesa muara ciujung barat, Kab
Lebak, Pravinal Banten

KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal
30 April 2024, menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi yang memberi keterangan di
bawah sumpah. Dua orang Saksi tersebut masing-masing memberi Keterangan

sebaga

bernkut:

3.1 Saksia.n. MOH. ENDAY HIDAYAT, pada pokoknya meneranghan:

1)

Bahwa saksi merupakan tim data dari Calon Legislatif DPR RI Nomor
Urut 1 Daerah Pemilihan Banten 1 Partai PD| Perjuangan a.n. Boni
Triana dalam melakukan rekap manual atau penghitungan suara pada
Daeran Pemihan Banten 1;
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2)

3)

4)

Bahwa saksi menemukan perbedaan terhadap perhitungan yang
dilakukan secara manual melalui persandingan C.Hasil Salinan dan
D Hasil Kecamatan, bahwa ada selisih antara C.Hasil Salinan dengan
D Hasil Kecamatan pada tanggal 26 Februar 2024

Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan PPK secara langsung atau
berkomunikasi dengan Saksi PartaiTim yang menghadini rekapitulasi
tingkat kecamatan terkait adanya temuan perbedaan;

Bahwa terhadap perbedaan data tersebut, Saksi tidak menyampaikan
atau mengajukan keberatan atau kejadian khusus saat rekapitulasi baik
di tingkat Kecamatan ataupun Kabupaten/Kota:

3.2. Saksia.n. FATUR RIZAL NURALIF pada pokoknya menerangkan:

1)

2)

4)

5

Bahwa saksi merupakan tim data dari Calon Legislatif DPR Rl Nomor
Urut 1 Daerah Pemilihan Banten 1 Partai PD! Perjuangan an Boni
Triana dalam melakukan rekap manual atau penghitungan suara pada
Daerah Pemilihan Banten 1:

Bahwa terdapat perbedaan antara C.Hasil Salinan dengan D.Hasil
Kecamatan yang diketahui pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan:
Bahwa Saksi tidak pernah berternu dengan PPK secara langsung atau
berkomunikasi dengan Saksi Partai/Tim yang menghadiri rekapitulasi
tingkat kecamatan terkait adanya temuan perbedaan;

Bahwa terhadap perbedaan data tersebut, Saksi tidak menyampaikan
alau mengajukan keberatan atau kejadian khusus saat rekapitulasi baik
di tingkat Kecamatan ataupun Kabupaten/Kota;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung proses rekapitulasi tingkat
Kecamatan maupun Kabupaten

4. JAWABAN TERLAPOR
4.1 TERLAPOR|

1)

2)

Bahwa setelah membaca dan mencermati substans| lapaoran
Pelapor yang pada pokoknya mendalilkan “Taradinya Pealanggaran
Administrasi pemilu berupa pelanggaran tata cara dan prosedur
pada saal rekapitulasi perhifungan suara ditingkal kechnamatan
oleh sejumiatl PPK di Wilayah Pemilihan Dapil Banten | DPR R
pada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang”

Bahwa intl dari laporan Pelapor tersebut adalah adanya “Dugaan Adanya
Pelanggaran Administrasi”, maka dengan merujuk ketentuan peraturan
perundang-undangan UU No, 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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)

)

yang membenkan kewenangan kepada Penyelenggara Pemilu dalam
melaksanakan Frosedur, Tata Cars dan Mekanisime secara Adminisirasi
lerhadap Proses Pelaksanaan Pemilu termasuk Perhitungan dan
Rekapitulasi Suara di masing-masing tingkatan, dan bukanlah
kewenangan dari Terlapor 1 selaku Caleg (Peserta Pemilu), oleh
karenanya demi hukum Terlapor 1 tidak dapat dibebankan
Fertanggungjawaban hukum atas dugaan Pelanggaran Administrasi,
maka upaya Pelapor yang menarik Terlapor 1 sebagai Fihak dalam
Perkara In Casu adalah tidak berdasar demi hukum.

Bahwa kendatipun Terapor 1 tidak mempunyai kewenangan dalam
menyelesaikan dugaan Pelanggaran Administrasi sebagaimana pokok-
pokok dalil laporan Pelapor, namun dalam Jawaban ini Terlapor 1 hendak
memberikan dan menyampaikan fakta-fakta serta argumentasi terkait
Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara berlangsung di tempat kejadian
(focus deiictie) adanya dugaan Pelanggaran Administrasi yang didalilkan
Pelapor.

Bahwa dalam proses rekapitulasi perhitungan suara di 8 (delapan)
wilayah Pemilihan Dapil | DPR RI Kabupaten Lebak, yakni pada PPK
Kecamatan Sajira. PPK Kecamatan Rangkas Bitung, FPPK Kecamatan
Cibeber, PPK Kecamatan Warunggunung, PPK Kecamatan Lebak
Gedong, FPPK Kecamatan Cileles, PPK Kecamatan Cihara, dan PPK
Kecamatan Cibadak, serta df 5 (lima) wilayah daerah pemilihan Dapil |
DFR Rl Kabupaten Pandeglang, yakni PPK Kecamatan Cimanggu, PPK
Kecamatan Sakefi, PPK Kecamalan Pandeglang, PPK Kecamatan
Cibaliung, PPK Kecamatan Menes, telah dilaksanakan dan diselesaikan
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
diantaranya terhadap apabila ada keberatan Saksi Mandat dari Partal PDI
Ferjuangan selama berlangsungnya Pleno Perhitungan Suara

Bahwa selama proses Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Wilayah
Daerah Pemilinan DPR RI Dapil 1 Banten untuk Kabupaten Lebak pada
8 (delapan) PPK, yaitu PPK Kecamatan Sajira, PPK Kecamatan Rangkas
Bitung, PPK Kecamatan Cibeber, PPK Kecamatan Warunggunung, PPK
Kecamatan Lebak Gedong, PPK Kecamatan Cileles, PPK Kecamatan
Cihara, dan PFPK Kecamatan Cibadak dilakukan dengan cara
mempersilahkan saksi dan panwaslu kecamatan untuk
mencocokkan data dalam formulir model C, HASIL SALINAN-PPWP,
Maode| C. HASIL SALINAN-DPR, Model C HASIL SALINAN-DPD, Model
C.HASIL SALINAN-DPRD-FROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA.
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)

7)

Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model CHASIL SALINAN-DPRPE,
Model C HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS,
Model CHASIL SALINAN-DPRPP, atau Model CHASIL SALINAN-
DPRPE, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KABKOTA atau Model
C. HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data pada papan yang
digunakan dalam rekapitulasi, Dan alhasil selama rekapitulasi tersebut
tidak terdapat temuan perselisihan perhitungan atau keberatan
sebagaimana yang didalilkan pelapor adanya pelanggaran administratif
dan penyelenggara, oleh karenanya telah menjalankan prosedur sesuai
diamanatkan pasal 15 ayat & huruf g PKPU No. § tahun 2024 tentang
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum.

Demikian halnya fakta dilapangan bahwa saksi mandat Partai PDI
Perjuanan tidak terdapat keberatan, vyang diakhii dengan
menandatangani Formulir Model D. HASIL KECAMATAN, oleh karenaya
prosedur pelaksaan rekapitulasi telah sesual dengan amanat pasal 19
PKPU No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Bahwa selanjutnya pada proses Rekapitulasi Perhitungan Suara di
Wilayah Daerah Pemilihan DPFR RI Dapil 1 Banten untuk Kabupaten
Pandeglang pada 5 (lima) PPK, PPK Kecamatan Cimanggu, FPK
Kecamatan Saketi., PPK Kecamatan Pandeglang, PPK Kecamatan
Cibaliung, PPK Kecamatan Menes, dilakukan dengan cara
mempersilahkan saksi dan panwaslu kecamatan untuk
mencocokkan data dalam formulir model C. HASIL SALINAN-PPWP,
Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model
C HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model CHASIL SALINAN-DPRA,
Model CHASIL SALINAN-DPRP, Model CHASIL SALINAN-DPRPE.
Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C HASIL SALINAN-DPRPS,
Model C HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model CHASIL SALINAN-
DPRPE, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model
C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data pada papan yang
digunakan dalam rekapitulasi. Dan alhasil selama rekapitulasi tersebut
tidak terdapat temuan perselisihan perhitungan atau keberatan
sebagaimana yang didalilkan pelapor adanya pelanggaran administratif
dari penyelenggara, oleh karenanya telah menjalankan prosedur sesual
diamanatkan pasal 15 ayat 6§ huruf g PKPU No. 5§ tahun 2024 tentang
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8)

)

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum.

Demikian halnya fakta dilapangan bahwa saksi mandat Partal PDI
Perjuanan tidak terdapat keberatan, yang diakhiri dengan
menandatangani Formulir Model D. HASIL KECAMATAN, oleh karenaya
prosedur pelaksaan rekapitulasi telah sesuai dengan amanat pasal 19
FPKPU No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Bahwa adapun dalil Laporan Pelapor yang menyebutkan kejadian
Penambahan/penggelembungan suara yang seakan-akan fantastis
jumiahnya pada TPS 8, Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten
Lebak dimana tertulis dalam Model C Hasil Salinan DFR Rl Suara Caleg
No. Urut 2 (lc. Terlapor 1) sebesar 0 suara, namun di rekap data D Hasil
Kecamatan Caleg No. Urut 2 menjadi sebesar 251 suara.

10) Terhadap peristiwa adanya kesalahan sistern peng-inputan data oleh

penyelenggara tersebut, terlapor 1 menjelaskan bahwa pada saat Rapat
Pleno Rekapitulasi Perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten
telah diperbaiki dan telah dikembalikan sesuai basic data pada C Hasil
salinan, sehingga Perolehan Suara menjadi sebagai berikut:

1. Suara Partai 1 suara

2. Suara Caleg No. Urut 1 1 suara

3. Suara Caleg No.Urut 2 :0 suara

4. Suara Caleg No. Urut3 - 251 suar

11) Bahwa Perbaikan dan pengembalian perolehan suara tersebut telah

dituangkan dalam "Berita Acara Perubahan Input Sirekap pada D Hasil
Rekapitulasi pada Pleno KPU Kabupaten Lebak pada tanggal 28 Februari
2024 (Vide: Bukti T-4), maka dengan demikian dalil Pelapor adanya

penggelembungan suara untuk Caleg No. Urut 2 sebanyak 251 suara
Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan

12} Bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyebutkan “sdanya penambahan

perolehan suara untuk Caleg No. Urut 2" yang terjadi beberapa TPS pada
Daerah Pemilihan Kabupaten Lebak, antara lain:
1. TPS 005, Desa Banjarsan, Kecamatan Lebakgedong
{Suara Caleg No. Urul 2 bertambah 1 suara)
2 TPS 004, Desa Prabugantungan, Kecamatan Cileles
(Suara Caleg No. Urnut 2 bertambah 1 suara)
<. TP3 005 Desa Margamulya, Kecamatan Cileles
(Suara Caleg No. Urut 2 bertambah 2 suara)
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4. TPS 008, Desa Baros, Kecamatan Warunggunung
(Suara Caleg No. Urut 2 bertambah 10 suara)

5 TPS 002 Desza Barunal, Kecamatan Cihara
(Suara Caleg No. Urut 2 bertambah 1 suara)

6 TPS 009, Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber
{Suara Caleg No. Urut 2 berfambah 251 suara)

13) Bahwa dall adanya penambahan perolehan suara caleg Mo, Urut 2
sebagaimana fersebut diatas adalan TIDAK BENAR, hal tersebut
dibuktikan setelah dilakukan Persandingan data berdasarkan Form Model
© Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan (Vide : Bukti T-5, Bukti T-6,
Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti
T-13, Bukti T-14 Bukiti T-1, Bukti T-3), maka dengan demikian dalil
pelapor mengada-ada dan telah Tidak Terbukti secara sah menyakinkan.

14) Bahwa demikian juga terhadap dalil Pelaper yang menyabutkan “adanya
penambahan perolehan suvara untuk Caleg No. Urut 27 yang terjadi
beberapa TFS pada Daerah Pemilihan Kabupaten Pandeglang, antara

. lain
-k 1. TPS 008, Desa Mekarwangi, Kecamatan Saketi
% (Suara Caleg No. Urut 2 bertambah 4 suara)

—

2. TPS 003, Desa Kadupayung, Kecamatan Menes
{Suara Caleg No. Urul 2 berfambah 10 suara)

15) Bahwa dalil adanya penambahan perclehan suara caleg No. Urut 2
sebagaimana lerssbut diatas adalah TIDAK BEMAR, hal tersebut
dibuktikan selelah dilakukan Persandingan data berdasarkan Form Model
L Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan (Vide : Bukti T-15, Bukti T-
17, Bukti T-18), maka dengan demikian dalil pelapor mengada-ada dan
telah Tidak Terbukti secara sah menyakinkan,

16) Bahwa selanjutnya dengan mempedomanl ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 8
tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Umum, menegaskan bahwa
‘Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan Peserta Pemilu secara
Nasional terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
yang disampakan kepada Bawaslu, Bawasiu Provinsi, Bawasiu
KabupateryKota yang berpolensi mengubah hasil perolehan suara
pesera pemily dan diajukan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah
Konstitus), Bawaslu, Bawasiy Provins, Bawaslu Kabupaten/ota
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menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan
kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisthan hasil pemilu
melalui keterangan tertulis"

17) Bahwa berkaitan hal tersebut diatas, terdapat Fakta Hukum sebagaimana

tertuang dalam dokumen Laporan Pelapor, ternyata Pelapor baru

pada tanggal 05 April 2024 vyaitu
setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara secara Nasional yang dilakukan

menyampaikan Laporannya pada

pada tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Fakta Hukum tersebut menurut
ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia No, 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administrasi Pamilihan Umum, maka sudah seharusnya Laporan Pelapor
atau Pemenksaan Perkara A quo “Dihentikan” atau setidak-tidaknya
dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (Niet Ontvankekeljke Verkliaard).

18) Ditemukan Fakta Sebaliknya Justru Caleg PDI Perjuangan Nomor

Urut 1 Atas Nama (Bonl Triyana) yang mendapatkan Keuntungan
Pemindahan/ Penggelembungan Suara dan Pengurangan Suara
Caleg Nomor Urut 2 (In Casu Terlapor 1) yang Terjadi di Sejumiah

TPS Dapil Banten 1 yakni Di Kabupaten Pandeglang dan
Kabupaten Lebak

19} Bahwa lelah terjadi Pemindahan atau Penambahan/Penggelembungan

Perolehan Suara secara tidak sah untuk Caleg PDI Perjuangan Ic. Casu
Caleg No. Urut 1 Boni Triyana, dan kemudian Pengurangan suara untuk
Caleg No. Urut 2 (In Casu Terlapor 1) yang terjadi di diberbagai TPS di
Wilayah Daerah Pemilihan Banten | DPR Ri, yakni pada Daerah Pemilihan
KABUPATEN PANDEGLANG dan KABUPATEN LEBAK sebagaimana
uraikan pada tabel benkut ini (Vide . Bukti Terlampir) :

A. KABUPATEN PANDEGLANG

i o | Buara | . ModelD | '
[Hu. Kecamatan | Desa T: Fartal m Kecamatan | Keterangan
- F Calag j SIS |
Parta 3 ] Tal
| [ Calag
1 | Labuan Cigondang 22 | No Urut 1 21_ _22 h
: : Caleg ! g Tetap
I 1§ No.Unut 2 . i
i ! | Parta; ' ! Tetap '
| 2 I Majasan | Keraton 18 ﬁiiﬂu: i 1 2
| | Calag 1] a Tatap
| sl No.Urut 2
[ Parlal 3 3 Tetap
' 3 Mandalawan i 1 g
& iNpawana Caleg 3 -
| 1 MNo.Umut 1
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; | [Caleg g 1 2] Fﬂ'ﬂﬂ“ﬁﬁﬁ_!
|__ 1 | | Mo, Urut 2 | 3 suara
| | i R [ 9 4 Penambahan 2
| I B | suara
|
! 4 | Bojong | TR 4 Eg.ﬁm 1 1 :
| | CEIE'E 5 d .:. Er .. ; H.I:_I:-.;
. ) . Na.Urut 2 . Gsuara |
1 _ 2 - 0 Pengurangan
rt
| | Ea h:ill ) 2 suara
" H D 1
5 | Bojong Boyong 9 NoUrut1l | |
I Caleg 0 | 2 g
| MNo.Urut 2 | Bsuara
| RS 5 . a | Penambahan 1
Pal | sLAra
Caleg 1 : =
Manggungiay MNoUnut1 | | ot
B. | Bojong i § [Caleg [ 0 Lenge
Nourt2 | | 3 suars
CEI.'I-EQ 2 1] Pﬂﬂﬂ-umn‘ﬂan
| No.Urut 3 £ suara

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Caleg PDI
Ferjuangan untuk isian DPR Rl Dapil Banten 1 Nomor Urut 1 (Boni Triana)
tlelah memperoleh penambahan (penggelembungan) perclehan suara

[
s

=~ yang tidak sesuai dengan data C1. HASIL dan D HASIL Kecamatan
¥, sebagaimana disebut diatas sebanyak 11 suara. Dan Pengurangan
L3 -‘ﬁ-

| Perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 (lc Terlapor 1) sebanyak 19

suara. (Vide | Bukll T-15, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23,
Bukti T-24, Bukti T-25, Bukli T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukii T-29, Bukl
T-34),

B. KABUPATEN LEBAK

1 4 .r :?F-.
Partai g 2 Tetap
Caleg 2 [ — | Tetap
: Muara No. Linst 1
1 Rangkashitung E_lu!ung 1 Caleg 10 3 P
e Mo Urut 2 | Bsuara
Caleg 2 | 10 Penambahan
= = Mo, Urut 3 | 8 suara
Partai 1 1 Tetap
e | - g
2. | Rangkasbitung Ciujung 4 Caleg 5 T8 Tetap
L |NoUnstz | )
Caleg B T Pengurangan
No.Unut 3 | 1 suara
Eartai g ' 5 | Tetap
3. | Hangkasbitung | Cijoro Pasir | 28 [Ealﬁj“ . 1 O
[ S : o Unut 1
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[ [ Caleg I 5 5 Tetap
| MNoUrt2 |
|
Partai | 4 4 Tatap
4. | Rangkasbitung | Cijora Pasic | 30 | pars | * = -
. Caleg | 3 | 3 Tetap
i | No.Urut2 |
. , |
i B s =T B I Wi e I Pt o8

Berdasarkan data tersebut diatas dapal dijelaskan bahwa Caleg PDI
Perjuangan untuk isian DFR RI Dapil Banten 1 Nomaor Urut 1 (Boni Triana)
telah memperolen penambahan (penggelembungan) perolehan suara
yang tdak sesuai dengan data C1. HASIL dan D HASIL Kecamatan
sebagaimana disebut diatas sebanyak 12 suara. Dan telah terjadi
Pengurangan Perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 (ic. Terapor 1)
sebanyak 8 suara, (Vide ' Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-33. Bukii T-34
Bukti T-35, Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-38)

Maka dengan demikian dalil Pelapor yang menyebut Terlapor 1
melakukan Penggelembungan Suara adalah alasan Tidak Berdasar
Hukum, sementara faktanya justru yang terjadi adalah Caleg Nomor Urut
1 mengalami_penambahan/penggelembungan perolehan suara pada
sejumlah TPS disebul diatas di Kabupaten Lebak dan Kabupaten
Pandeglang sebanyak 23 suara, dan kemudian Terlapor 1 mengalami
kerugian akibat pengurangan perolehan suara sebanyak 27 suara yang
tidak ungkapkan oleh Pelapor dalam pelaporannya. Oleh karennya sudah
sepatutnya demi hukum dinyatakan Laporan Pelapor Tidak Terbukti
secara sah dan menyakinkan.

Berdasarkan uralan tersebut di atas, mohon kepada Majelils Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Banten untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus
perkara administras| dengan amar putusan sebagal berikut :

1, Menolak Dalil Laporan Felapor untuk Seluruhnya;

Z. Menyatakan Menghentikan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran
Administrasi perkara a quo, atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak
Terbukti Secara Sah Menyakinkan adanya pelanggaran terhadap tata
cara, prosedur, dan mekanisme secara Administrasi pelaksanaan Pemilu
di 8 (delapan) Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) | DPR R| Kabupaten
Lebak, yakni pada PPK Kecamatan Sajira, PPK Kecamatan Rangkas
Bitung, PPK Kecamatan Cibeber, PPK Kecamatan Warunggunung, PPK
Kecamatan Lebak Gedong, PPK Kecamatan Cileles, PPK Kecamatan
Cihara, dan PPK Kecamatan Cibadak, dan di 5 (lima) Wilayah Daerah
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-

4.2

FPemilihan (Dapil) | DFR Rl Kabupaten Pandeglang, yakni PPK Kecamatan
Cimanggu, PPK Kecamatan Saketi, PPK Kecamatan Pandeglang, PPK
Kecamatan Cibaliung, PPK Kecamatan Menes,

3. Atau Apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Banten berpendapat lain,
mahon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo ef Bono).

JAWABAN TERLAPOR Il, TERLAPOR V, TERLAFPOR VI, TERLAPOR ViII,

TERLAPOR Vill, TERLAPOR X dan TERLAPOR XIV

Terlapor Il, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terapor VIIl, Terlapor X dan

Terlapor XIV tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan jawaban,

akan fetapi KPU Kabupaten Lebak hadir sebagai lembaga penyelenggara

pemilu yang diundang oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Banten untuk
mewakili para terlapor @ guo yang secara administratif telah berakhir masa
jabatannya sebagal panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lebak untuk

melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 1

angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

KFU Kabupaten Lebak tidak menyampaikan jawaban atas laporan Pelapor

akan tetapi menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten

tertanggal 25 April 2024 Nomor 129/PY,01,1-SD/3602/2024 perihal

Penyampaian Keterangan yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan

Dugaan Pelanggaran Administratif dengan agenda Jawaban Terlapor pada

tanggal 26 Apnl 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagal

benkut:

1) Bahwa dalam Laporan yang menjadi Lampiran Surat Bawaslu Provinsi
Banten Nomor 182/PP.01.01/K.BT.04/2024 tanggal 23 April 2024 tidak
menyebutkan KPU Kabupaten Lebak sebagai terlapor sehingga kami tidak
berkewsjiban untuk menjawab Pokok Laporan yang didalilkan oleh
Pelapor

2) Bahwa dalam Laporan tersebut yang disebutkan sebagai terlapor adalah 8
(delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Lebak di wilayah
kerja Kabupaten lebak yang mana berdasarkan Peraturan Bawasiu Nomor
8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan
Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /| Kota merupakan subjek yang berbeda sebagai Terlapor
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

3) Bahwa dalam Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
serta Rekapitulasi Penghitungan Suara secara berjenjang di Tingkal
Kabupaten Lebak telah dilaksanakan sesuali dengan ketentuan yang
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berlaku serta dihadiri oleh Saksi dar Partai Politik dan diawasi oleh
Pengawas Pemilu di semua tingkatan.

4) Bahwa dalam Proses Tahapan tersebut jika terdapat kekeliruan sudah /
telah dilakukan perbaikan dengan meminta persetujuan dari Saksi Partai
Falitik dan Pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan,

o) Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilinan Umum semua Penyelenggara
Pemilu di setiap tingkatan tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomaor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Pemilihan UWmum.

6} Bahwa Jika Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten memeriukan
keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, maka kami
bersadia memberikan jawaban balk secara lisan maupun flerulis
sepanjang sesuai dengan tugas dan kewenangan kami.

4.3 JAWABAN TERLAPOR lll, TERLAPOR IV, TERLAPOR XI, TERLAPOR XII
dan TERLAPOR Xl
Terlapor Ill, Terlapor IV, Terlapor X, Terlapor Xl dan Terlapor Xl tidak hadir
dalam persidangan dan fidak memberikan jawaban, akan tetapi KPU
¥abupaten Pandeglang hadir sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang
diundang oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Banten untuk mewakili
para terlapor a guo yang secara administratif tefah berakhir masa jabatannya
sebagal panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang untuk
melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 1
angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
KPU Kabupaten Pandeglang tidak menyampaikan jawaban atas laporan
Pelapor akan tetapi menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Provins
Banten tertanggal 25 April 2024 Nomor 212/PY.01.1-50/3601/2024 perihal
Penyampaian Keterangan yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan
Dugaan Pelanggaran Administratif dengan agenda Jawaban Terlapor pada
tanggal 26 Apnl 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai
berikut:
1) Bahwa dalam Laporan yang menjadi Lampiran Surat Bawaslu Provinst
Banten Momor 191/PP.01.01/K.BT/04/2024 tanggal 23 April 2024 tidak
menyebutkan KPU Kabupaten Pandeglang sebagai terlapor sehingga

kami tidak berkewajiban untuk menjawab Pokok Laporan yang didalilkan
oleh Pelapor.
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2)

3)

4

a)

B)

7l

Bahwa dalam Laporan tersebut yang disebutkan sebagai terlapor adalah 5
(ima) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang pada
wilayah kerja Kabupaten Pandeglang. bahwa berdasarkan Peraturan
Komisi Pemilinan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemiiihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan \Walikota dan
Wakil Walikota, masa kerja PPK berakhir pada tanggal 4 April 2024,
sedangkan laporan tersebut tertanggal 5 April 2024,

berdasarkan pada Peraluran Bawaslu Nomor B Tahun 2022 tentang
Fenyelesaian Pelanggaran Administratif Pemillhan Umum, Panitia
Femilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
merupakan subjek yang berbeda sebagal Terlapor Dugaan Administratif
Pemilu.

Bahwa tenggat waktu laporan dengan batas akhir masa jabatan PPK
lerdapat ketidakcermatan, sehingga pelaporan tersebut tidak tertuju pada
subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum oleh karena PPK sudah
berakhir masa jabatannya maka laporan pelapor salah sasaran pihak yang
digugat {gemis aanhoeda nigheid) dan/atau gugatan kurang pihak {plurium
fitis consortium),

Bahwa dalam formulir laporan Bawaslu tidak terdapat nomor registras:
sebagal syarat formil, sehingga laporan tersebut menjadi cacat formil
mengingat suratlaporan resmi harus memiliki nemor surat.

Bahwa berdasarkan pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang, ruang lingkup pelanggaran administrasi adalah
pelanggaran lerhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan
dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan
penyelenggaraan pemilu. Sedangkan pada dalil-dalil pelapor yang
dijabarkan di laporan adalah perselisihan hasil, sehingga laporan tersebut
kabur dan tidak jelas (Obscuwr Libel)

KPU  Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tugas dan
kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas
mandir, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,
profesional, akuntabel, efektif dan efesien.
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BUKTI-BUKTI TERLAPOR
Bahwa Terlapor menyeriakan bukti-bukli dalam menyampaikan jawabannya
sebagai berikut;

5.1 BUKTI TERLAPOR |

NO KODE BUKTI JENIS BUKTI |
! : T- . Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 009, Desa Citorek |
Tengah Kecamatan Cheber, Kab, Lebak
i . 3 = Copy Form Model D Salinan Kecamatan Cibeber, Kabupaten |
Lebak (Sebelum Perbaikan)
3 i 'I:— = Copy Form Model D Salinan Kecamatan Cibeber, Kabupaten
Lebak [Sesudah Perbaikan) I
: Copy Berita Acara Perubanan Inpul Sirekap Pada D Hasil
. T-4 Rekapitulasi
|
Copy Farm Model C Hasil Salinan TPS 005, Desa Banarsari
5 Th5 Kecamatan Lebakgedong, Kab. Lebak
L | Copy Form Model D Salinan Kecamatan Lebakgedong,
| B T-8 Kabupaten Lebak
! Caopy Form Model C Hasil Salinan TPS 004, Desa
; | T-7 Prabugantungan Kecamatan Cieles, Kab. Lebak
m.. Copy Form Model D Salinan Kecamatan Cileles, Kabupaten
" T-8 Lebak
Copy Form Mode! C Hasil Salinan TPS 005, Desa
o T-9 Margamulya Kecamatan Clleles, Kab. Lebak
Copy Form Modal D Salinan Kecamatan Cileles, Kabupaten
10 T- 10 Lebak |
Copy Form Modal C Hasil Salinan TPS 008, Desa Baros
L T=-11 Kecamalan Warunggunung, Kab, Lebak
Copy Form Model D Salinan Kecamatan Warunggunung,
12 T-12 Kabupaten Lebak
Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 002, Desa Barunai
i T-13 Kecamatan Citara, Kab Lebak
I I
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NO KODE BUKTI JENIS BUKTI
Copy Form Mode! D Salinan Kecamatan Cihara, Kabupaten
L T4 Lebak
Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 006, Desa Makanwang
15 T=18 Fecamatan Saketl. Kab. Pandeglang
Copy Form Model D Salinan Kecamatan Cihara, Kabupaten
1G T-18 Lebak
TR Copy Form Model € Hasil Salinan TPS 003, Desa
| W T=17 Kadupayung Kecamatan Menes, Kab. Pandeglang
i Copy Form Mcdel D Salinan Kecamatan Menes, Kabupaten
18 T-18 Lebak
f‘.np-_.- Form Modai € Hasil Salinan TPS 22, Desa Cigondang
19 T-19 Kecamatan Labuan, Kab Pandeglang
1
Copy Form Modeal D Salinan Kacamatan Labuan, Kabupaien
20 T-20 Pandeglang
= Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 19, Desa Keraton
| 29 :
| T:21 Kecamatan Majasari, Kab. Pandeglang
L Copy Form Model D Salinan Kecamatan Majasari, Kabupaten
& T-22 Pandeglang
s Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 11, Desa Giripawana
23 T-23 Kecamatan Mandalawangi, Kab. Pandeglang
; Copy Form Mode! D Salinan Kecamatan Mandalawang:
| 24 T- 24 Kabupaten Pandeglang
- N Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 003, Desa Mekarsari
23 T-25 Kecamatan Bojong, Kab. Pandeglang
Copy Form Maode! D Salinan Kecamatan Bajong, Kabupaten
26 T- 26 Fandeglang
Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 009, Desa Bojong
27 T:27 Kecamatan Bojong, Kab. Pandeglang
Copy Form Made! D Salinan Kecamatan Bajong, Kabupaten
28 T-28 Fandaglang
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NO KODE BUKTI JENIS BUKTI

=

. iCopy Form Model C Hasil Salinan TPS 008, Desa
29 T-29 Manggungjaya Kecamatan Bojong, Kab. Pandeglang

e

Copy Form Model D Salinan Kecamatan Bojong, Kabupaten
30 T-30 Pandegiang

:: ~ Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 001, Desa Muara

i T-31 Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak
|
" Copy Form Model D Salinan Kecamatan Rangkasbitung,
|
32 T-32 ‘ Katupaten Lebak
= I Copy Form Medel C Hasil Salinan TPS 004, Desa Muara
33 T=-33 Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung, Kab. Lebak
| |
| T 0 T
' Copy Form Modal D Salinan Kecamatan Rangkashitung,
. e T-34 ' Kabupaten Lebak
I b || | Copy Form Model G Hasil Salinan TS 026, Desa Cjoro Pasir
35 T=35 Kecamatan Rangkasbitung, Kab, Lebak
Copy Form Mode! D Salinan Kecamatan Rangkasbitung,
35 T-38 Kabupaten Lebak
’ i | Copy Form Model C Hasil Salinan TPS 030, Desa Cijoro Pasir |
I T=ar7 Kecamatan Rangkasbitung, Kab Lebak
Copy Form Model D Salinan Kecamatan Rangkasbidung,
38 T <38 Kabupaten Lebak
{ |

5.2 BUKTI TERLAPOR I, TERLAPOR V, TERLAPOR VI, TERLAPOR VI,
TERLAPOR VIll, TERLAPOR X, dan TERLAPOR XIV

Terlapor ll, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VI, Terlaper VI, Terlapor X

dan Terlapor XIV atau dalam hal ini KPU Kabupaten Lebak tdak

menyerahkan Bukti kepada Majelis Pemeriksa dalam Sidang Pemeriksaan.

5.3 BUKTI TERLAPOR Ill, TERLAPOR IV, TERLAPOR X|, TERLAPOR XIl dan
TERLAPOR XIN
Terlapar 1|, Terlapor IV, Terlapor XI, Terlapor Xil dan Terapor Xl atau
dalam hal ini KPU Kabupaten Pandeglang tidak menyerahkan Bukti kepada
Majelis Pemeriksa dalam Sidang Pemernksaan,
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KETERANGAN SAKSI DARI TERLAFPOR
Terapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal
30 Apnl 2024, menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi yang memberi keterangan di
bawah sumpah. Dua orang Saksi tersebut masing-masing membern Keterangan
sabagai berikut:
6.1 Saksia.n. MOCHAMMAD IQBAL FATIKA, pada pokoknya menerangkan:
1) Bahwa saksi merupakan Tim Input Pemilih dan Tim Data yang bertugas
untuk menginpul data suara dari Calon Legislatif DPR Rl Nomar Urut 2
Daerah Pemilihan Banten 1 Partai PDI Perjuangan a n. Tia Rahmania;
2] Bahwa saksi idak pernah melihat dan mengetahul Tia Rahmania memiliki
komunikasi atau terlihat bersama dengan Penyelenggara Pemilu;

6.2 Saksia.n. NURUL FAUJIAH pada pokoknya menerangkan:

1) Bahwa saksi merupakan Tim Input Pemilih dan Tim Data yang bertugas
untuk menginput data suara dar Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 2
Daerah Pemilihan Banten 1 Partai PDI Perjuangan a.n. Tia Rahmania;

2] Bahwa saksi fidak permmah melihat dan mengetahui Tia Rahmania
memiliki komunikasi atau terlihat bersama dengan Penyelenggara
Pemilu,

3d) Bahwa terdapat perbedaan C. Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan
namun saksi tidak pemnah berkomunikasi dengan Saksi Mandat sena
tidak pernah hadir pada saat Rekapitulasi

KETERANGAN TERLAPOR DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

Para Terlapor pada pokoknya menyampaikan:

7.1 Terlapor | menyampaikan bahwa Terlapor | bukan Subjek Terlapor
sebagaimana laporan Pelapor,;

7.2 Bahwa Terlapor | sebagai Peserta Pemilu menyampaikan tidak mungkin
melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait Tata Cara, Prosedur serta
Mekanisme,

7.3 Bahwa KPU Kabupaten Pandeglang dan KPU Kabupaten Lebak

manyampaikan, masa kerja jabatan PPK berakhir pada tanggal 4 April 2024
sedangkan laporan tersebut tertanggal 5 April 2024,

KETERANGAN AHLI DALAM SIDANG PEMERIKSAAN
Majelis Pemeriksa menghadirkan Ahli Hukum Pemilu, Titi Anggraini, S.H., M.H.,

pada Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif pada tanggal 30 April
2024 dengan keterangan sebagai berikut;
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Terkait pertanggungjawaban lembaga penyelenggara Pemilu. Lembaga
Penyelenggara Pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP, dalam hal ini yang
dibahas yakni KPU,

KPU bersifal tetap dan bersifal adhoc sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 KPU yang bersifat tetap yakni KPU, KPL
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sementara yang bersifal adhoc yakni mulai
dari PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;

Terkail tanggunng jawab, KPU RI bertanggung jawab secara nasional, KPU
Provinsi bertanggung jawab pada tingkatl provinsi, dan KPU KabupatenikKota
bertanggung jawab pada tingkat kabupaten/kota dengan diangkatnya PPK untuk
menyelenggaran pemilu di tingkat kecamatan;

Adapun rujukan dalam memberikan keterangan yakni sejumlah peraturan
perundang-undangan terkait diantaranya UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan
KPU Nomor 8 Tahun 2019,

Beradasarkan rujuan peraturan tersebut, karena masa kerja PPK terbatas, yakni
dibentuk & bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, dan dibubarkan paling
lambat 2 bulan seteiah pemungutan suara, dimungkinkan ada perpanjangan jika
terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Susulan (PSS)
dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL});

Dari hal tersebut, maka PPK mendapat delegasi kewenangan untuk
melaksanakan tahapan pemilu dari yang memiliki otoritas di lingkungan
Kabupaten/Kota, sehingga untuk pelaksanaan di tingkat kecamatan diberikan
pada PPK;

Jika masa kerja PPK berakhir, terkait pertanggungjawabannya dilihat teriebih
dahulu dari pertanggungjawaban individu yakni terkait tanggung jawab hukum
individu, dan  pertanggungjawaban  kelembagaan, yang mana
pertanggungjawaban kelembagaan berakhir jika lembaganya berakhir;

Terkait  pertanggungjawaban  kelembagaan, maka dilihat pada
pertanggungjawaban administratif. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah
pelanggaran lerhadap fala cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan
Jengan adminisiras)  pelaksanaan  Pemiiu  dalam  setiap  tahapan
penyelanggaraan Pemilu di luar indax pidana Pemilu dan pelanggaran kode elik
penyelenggara Permilu;

Jika terjadi pelanggaran ternadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dilihat dari salah
satu prinsip keadilan Pemilu adalah effective remedy atau pemulihan dari
kerugian secara efektif. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Fasal 461
ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan untuk penyelesaian
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pelanggaran administratif Pemilu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap
tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, b. teguran tertulis; ¢ tidak diikutkan pada tahapan
tertentu dalam Penyelenggaran Pemilu; dan d sanksi administratif lainnya
sesual dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Hal ini berhubungan
dengan Pasal 462 UU No. 7 Tahun 2017 yakni siapa yang wajib menindaklanjufi
penyclesaian administralif tersebut, yakni KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota,

Merujuk pada hal tersebut, PPK mendapat delegasi kewenangan dari KPU
Kabupaten/Kota, ketika masa kerja PPK berakhir, maka segala tanggung jawab
kembali ke KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota adalah yang
membentuk PPK maka apabila terdapat pelanggaran terhadap tata cara,
prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan
Pemilu, yang harus dilakukan pemulihan, menjadi tanggung jawab KPU
Kabupaten/Kota

FFK dalam hal ini badan adghoc yang dibentuk cleh KPU Kabupaten/Kata maka
tanggung jawabnya kembali lagi kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai pemberi
delegasi kewenangan. Dengan demikian, jika pelanggaran administrasi tersebut
terbukti, maka koreksi dilakukan oleh KPU Kabupaten/ota;

E'ada perkara a quo, terkaif Terlapor merupakan PPK Kecamatan dan Bawaslu
menyampaikan undangan pemanggilan masih menyebutkan PPK Bawaslu tidak
harus merubah Terlapor atau Bawaslu tetap bersurat kepada Terlapor PPK
namun dikinmkan kepada lembaga yang mempunyai kewenangan yang
membentuk PPK dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota karena perbuatan yang
dilanggar adalah pelanggaran administrasi dan periu dilakukannya koreksi
sehingga jika masa kerja PPK sudah habis, maka tetap ditujukan kepada PPK
namun dapat dikembalikan kepada yang memiliki kewenangan yakni KPU
Kacupaten/Kota

KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara
tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2024
Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun fidak diuraikan dalam Putusan ini
telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis
Pemeriksa
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10.

PERTIMBEANGAN MAJELIS PEMERIKSA
10.1. Fakta-Fakta Persidangan

10.1.1.

10.1.2.

Bahwa Pelapor atas nama Cosmas Joharudin berdasarkan Kartu

identitas Penduduk E-KTP Nomor: [[]NNEGNGG bteralamat
di I yang tanir oi [ pada
BN Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan
Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sehingga
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang — Undang Nomor
7 tahun 2017, Pelapor dapat dikategorikan sebagai pemiiih, oleh
karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran
pemilu,

Bahwa Pelapor dalam laporannya yang pada intinya mendalilkan
pada saal Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tanggal 26 Februarn
2024 telah teradi dugaan pelanggaran Adminisirasi Pemilu berupa
pelanggaran fata cara dan prosedur pada saal rekapitulast
penghitungan  suwara  ditingkat Kecamatan oleh  PPK
berupa:Pemindahan perolehan suara partai politik PDI Perjuangan
ke perolenan suara calon Anggola DPR Ri Partai PDI Perjuangan
No. urut 2 Dapil Banten | (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi
Banten atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog di rekapifulasi
Tingikat Kecamalan yang dilakukan ofeh PPK Kecamatan Sajira
Kab. Lebak, PPK Kecamatan Cimanggu Kab. Pandeglang FPK
Kecamatan Sakefl Kab Pandeglang, PPK Kecamatan Rangkas
Bitung, Kab. Lebak Provinsi Banlen, Penggelembungan suara yang
dilakukan oleh PPK Kecamalan pada saat rekapitulasi Tingkal
kecamatan di Kec Cibeber-Kab, Lebak, Kec. Rangkasbitung-Kab.
Lebak, Kec. Sajira-Kab. Lebak, Kec. Rangkasbitung-Kab. Lebak,
Kec. Warunggunung-Kab.Lebak, Kec. Cileles-Kab Lebak Kec
Cihara-Kab. Lebak Provinsi Banten, untuk menfadi peroiehan suara
calon Anggota DPR Rl Partai PDI Perjuangan No. urut 2 Dapil
Banten | (Kab. Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama
Tia Rahmania, M. Psi Psikolog, Penggelembungan suara yang
diiakuxan oieh PPK Kecamatan pada saat rekapitulasi Tingkat
kecamatan di Kec. Pandeglang-Kab. Pandeglang, Kec. Cibaliung-
Kab. Fandeglang, untuk menjadi perolehan suara calon Anggota
OPR Rl Partai PDI Perjuangan Ne. urut 2 Dapil Banten | (Kab
Pandeglang - Kab. Lebak) Provinsi Banten atas nama Tia Rahmania,
M.Psi. Psikolog: dan Pengurangan suara partaihilangnya perolahan
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10.1.3.

10.1.4,

10.1.5.

Suara partal pada saaf rekapituiasi Kecamatan di Kec. Cibadak-Kab.

Lebak, Kec. Rangkas Bitung-K<ab. Lebak,

Bahwa untuk memperkuat dalil laporannya, Pelapor telah

mengajukan bukti tertulis sebanyak 20 (dua puluh) bukfi dengan

kode P-1 s.d P-20 serta mengajukan saksi sebanyak 2 orang yakni

Moh Enday Hidayat dan Fatur Rizal Nuralif yang menerangkan

sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Bahwa diantara Terlapor adalah penyelenggara pemilu yaitu PPK

Kecamatan Sajira, PPK Kecamatan Rangkasbitung, PPK

Kecamatan Cibeber, PPK Kecamatan Warunggunung, PPK

Kecamatan Lebakgedong, PPK Kecamatan Cileles, PPK Kecamatan

Cihara, PPK Kecamatan Cibadak yang secara administratif felah

berakhir masa jabatannya sebagai panitia yang dibentuk oleh KPU

Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan

sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 dalam pemenksaan perkara a guo dihadiri oleh KPU

Kabupaten Lebak, serta PPK Kecamatan Cimanggu, PPK

Kecamatan Saketi, PPK Kecamatan Pandeglang, PPK Kecamatan

Cibaliung, PPK Kecamatan Menes yang secara administratif juga

lelah berakhir masa jabatannya sebagai panitia yang dibentuk oleh

KPU Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan Pemilu di tingkat

kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemeriksaan perkara a quo

dihadiri cleh KPU Kabupaten Pandeglang.

Bahwa atas laporan Pelapor tersebut pada intinya Terlapor I,

Terlapor V, Terlapor V1, Terlapor VI, Terlapor Vill, Terlapor X dan

Tedapor XIV menanggapinya melalui surat KPU Kabupaten Lebak

kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten tertanggal 25 April 2024

Nomar 129/PY.01.1-50/3602/2024 sebagai berikut:

a. Tidak menyebutkan KPU Kabupaten Lebak sebagai Terlapor;

b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten / Kota merupakan subjek yang berbeda
sebagai Terlapor Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

c. Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta
Rekapitulasi Penghitungan Suara secara berjenjang di Tingkat
Fabupaten Lebak telah dilaksanakan sesual dengan ketentuan
yang berlaku serta dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik dan
diawasi oleh Pengawas Pemilu di semua tingkatan
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10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

Bahwa atas laporan Pelapor tersebut pada intinya Terlapor I,

Terlapor IV, Terlapor Xl Terlapor Xl dan Terapor Xl

menanggapinya melalui surat KPU Kabupaten Pandeglang kepada

Ketua Bawaslu Provinsi Banten tertanggal 25 April 2024 Nomor

212/PY 01.1-SD/3601/2024 sebagai berikut

a. Tidak menyebutkan KPU Kabupaten Pandeglang sebagai
Terlapor;

b. Panmiba Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten / Hota merupakan subjek yang berbeda
sebagai Terlapor Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu:

¢. Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta
Rekapitulasi Penghitungan Suara secara berjenjang di Tingkat
Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku serta dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik
dan diawasi oleh Pengawas Pemilu di semua tingkatan;

d. Tenggat waktu laporan dengan batas akhir masa jabatan PPK
terdapat ketidakcermatan, sehingga pelaporan tersebut tidak
tertuju pada subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum oleh
karena FPK sudah berakhir masa jabatannya maka laporan
pelapor salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda
nighedd) dan/atau gugatan kurang pihak (plurivm litis consorfium)

Bahwa Terlapor Il, Terlapor |Il, Tedapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,

Terlapor VI, Terlapor VIll, Terlapor 1X, Terlapor X, Terlapor XI,

Terlapor XII, Terlapor XII| atau dalam hal ini KPU Kabupaten Lebak

dan KPU Kabupaten Pandeglang tidak menyerahkan Bukti kepada

Majelis Pemeriksa dalam Sidang Pemeriksaan, walaupun telah

diberikan kesempatan cleh Majelis Pemeriksa

Bahwa Terlapor selain dar unsur Penyelenggara Pemilu juga

terdapat unsur Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu yakni

Terlapor | (a.n. Tia Rahmania), Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indenesia (DPR RI) Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDl Perjuangan) Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan

Banten | (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) Provinsi

Banten, atas laporan Pelapor tersebut pada intinya Terlapor |

menanggapinya sebagai berikut:

a. Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pemungutan dan
Rekapitulasi Perhitungan Suara secara Administrasi telah sesuai
Peraturan Perundang-Undangan, oleh karenanya dalil Pelapor
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10.1.5.

10.1.10.

bahwa Terlapor | melakukan Pelanggaran Administrasi dengan
pemindahan atau penggelembungan suara adalah tidak berdasar
hukum;

b. Ditemukan fakta sebaliknya justru Caleg PDI Perjuangan Nomor
Urut 1 atas nama (Boni Triyana) yang mendapatkan keuntungan
Femindahan/ Penggelembungan Suara dan Pengurangan Suara
Caleg Nomor Urut 2 (In Casu Terlapor 1) yang Terjadi di sejumiah
TPS Dapil Banten 1 yakni di Kabupaten Pandeglang dan
Kabupaten Lebak.

Bahwa Majelis Pemeriksa pada persidangan pertama tanggal 24

April 2024 telah menugaskan Tim Investigasi dari internal Bawasiu

Provinsi Banten untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan

bukti dan fakta guna membuat terang dugaan Pelanggaran Pemilu

diantaranya dengan menyandingkan data formulir model D.HASIL

KECAMATAN-DPR dengan formulir C.HASIL SALINAN-DPR dan

formulir model C. HASIL-DPR hasil pengawasan pengawas Pemilu,

khususnya pada HKecamatan Sajira, Kecamatan Cimanggu,

Kecamatan Saketi, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cibeber,

Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan

Clleles, Kecamatan Cihara, Kecamatan Pandeglang, Kecamatan

Cibaliung, Kecamatan Menes, Kecamatan Cibadak, sebagaimana

dalil pelapor untuk kebutuhan pemeriksaan Laporan dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu dan bahan pertimbangan Majelis

FPemeriksa pada sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif

Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan hasil investigasi dari Tim Investigasi Bawaslu

Provinsi Banten sebagaimana tugas dari Majelis Pemeriksa pada

persidangan pertama tanggal 24 April 2024 yang telah menugaskan

Tim Investigasi dari internal Bawaslu Provinsi Banten dengan Surat

Tugas Nomor 476/PP.01.01/BT/04/2024 unluk mencar,

menemukan, dan mengumpulkan bukti dan fakia guna membuat

terang dugaan Pelanggaran Pemilu diantaranya dengan
menyandingkan data formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPR
dengan formulir CHASIL SALINAN-DPR atau formulir model

C HASIL-DPR hasil pengawasan pengawas Pemilu, khususnya

pada Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Saket,

Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cibeber, Kecamatan

Warunggunung, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Cileles,
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Kecamatan Cihara, Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Cibaliung,
Kecamatan Menes, Kecamatan Cibadak, sebagaimana dalil pelapor,
untuk perolehan suara pada Partai PDI Perjuangan dan Calon
Legislatif DPR Rl Momor Urut 2 Parta: PDI Perjuangan antara
formulir model DHASIL KECAMATAN-DPR dengan formulir
C HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C HASIL-DPR sebagai

berikut:
KABUPATEN LEBAK
C HAS| HASIL
KECAMATAN | NELURMHANI | oo | PARTAV | : >
PENGAWASAN | PENGAWASAN
Caleg
Nomo 1 2 3
Caleg
i Nomar 2 e i
2 Caleg
Sajita Farungean 8 | Nomor 3 2 2
Caleg
Moma:r 4 0 = 0
Caleg
Nomar 5 0 o
Caleg
| Momar § g i
Suara
 Parti - +
roea B3 " §
Caleg
| Mamor 2 i e
. | Caleg
Sapra Sindangsan | 12 Mhoarite & 54 54
Caleg 1 1
Namar 4 =
ot 1 1
_ Momar &
Cakeg
Nomor§ ¥y : :
s 2 2.
Cadeq I
Sagwra | Sayira Mekar 4 Koo 4 1] 0
Caleg
Mamar 2 4 12
Rangkasbitung | Kolelet Watan a N 3 N a
Caleg
Momor 2 9 &
Suara
Partai 8 ¥
Caleq
Rangkasbitung | Jatmulya 5 Momar 1 10 T
Caleg
Momor 2 U &=
Muara Clujung Suara —
] Rangkasbiung Barat 4 Parai m 1
l Suara 1 1
| Partai
Crbsboer | Citerak Tangan g p—
[ Cabag 1
| Nemat 1 | A |
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KABUPATEM LEBAK

KECAMATAN

KELURAHAN!
DESA

PARTAI

C HASIL

D HASIL

PENGAWASAN

Caleg
Masmior 2

251

Lebak Gedong

Cileles

Prabuganhngan |

Suara
Partai

| Caleg

MNaomar 1

Categ
Maomaor 2

Suara

| Partai
Caleg

Mamar 1

22

22

Caleg
| Momar 2

1

Cilales

l Margamulya

Suara
Parte:

Caleg
Mamar 1

Caleg
Moemar 2

1

Warunggunun

Suara
Partai

Caieg
Mamar 1

2 | en | Rk

Caleg
Mosmar 2

12

Cihara

Barunai

Suara
Farta

Categ
Mamar 1

Caleg
MomarZ

= | S | e | B

Cibadak

Tambakiaya

L]

Suara
Farta:

HABUPATEN PAMDEGLANG

KECAMATAN | KELURAHANI

C HASIL

O HASIL I

FENGAWASAN

PENGAWASAN |

Cimanggu

| Kramat Jaya

10

= I I = R I E

Sindanghayu

—|

]
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KABLUPATEN FANDEGLANG

e

TPS

C HASIL

O HASIL

Sakel

Mekaraangi

Pandegiang

Pandeglang

Pandeglang

Fandeglang

Pandeglang

Pandeglang

Fandeglang

Pandeglang

' Pandeglang

3

Pandeglang

FPandeglang

10

11

Pamdeglang

| Pandeglang

Pandeglang

Kabayan

——
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KABUPATEN PANDEGLANG

C HASIL D HASIL
NO | KECAMATAN | WELURAMANI | rpg m
PENGAWASAN | PENGAWASAN
i Suara
_Panai . . |
12 | Pandeglang | Kabayan - I s (2 3 a
| .E---_"- S
dleg
! | ] A Narmor 2 : i !
Buars 1
. Parai | ’
13 | Pandeglang Kabayan 34 ﬁ:::gmﬂ 8 ]
“Caleg
MNomor 2 s ?
Suara
Partal 3 i 5
Babakan Caleg |
14 | Pandeglang Kalangsnyar 10 Normat $ 1 1 J
Caleg 0 1
i Ll | Mamor 2
Suara
Partal 2 2
I — |
15 | Cibaiung Cibalung W o 0 o
Caleg
Momaor 2 2 o
Suara =
| Partai e A
Calag
16 | M K
ENEs adukpayung 3 Nomor 1 _E 2
Caleg
= Mamaor 2 h " ]

10.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

10.2.1

1022

Menimbang berdasarkan kelentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
yang berbunyi sebagai berkut

Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga
Negara (ndonesia yang mempunyai hak piih, Peserta Pemilu, dan
pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawasiu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/alau Pengawas TPS pada
seliap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum, menyebutkan:
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10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

(2] Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. WNI yang mempunyai hak pilih,

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum
menyebutkan,

Bawasliu, Bawasly Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kofa menerima,
mamenksa, mengkajl, dan memutus pelanggaran Administratif
Pemilu"

Menimbang jenis dugaan pelanggaran berdasarkan peristiwa yang
dilaporkan oleh pelapor diduga telah terjadi Pelanggaran
Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
{selanjutnya disebut UL Pemilu}, meliputi pelanggaran terhadap tata
cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
Menimbang terlepas ada atau bdaknya keberatan dalam Pleno
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilu maka Pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan
Mekanisme tetap dapat diperiksa, dikaji dan diputus pada Sidang
Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

Menimbang PPK mendapat delegasi kewenangan dari KPU
Kabupaten/Kota, maka ketika masa kerja PPK berakhir, maka segala
tanggung jawab kembali ke KPU Kabupaten/Kota. KPU
Kabupaten/Mota adalah yang membentuk PPK sebagaimana
dimaksud Pasal 1 angka 11 Undang-Undang NMomor 7 Tahun 2017,
maka apabila ada pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu
oleh PPK yang harus dilakukan pemulihan, akan menjadi tanggung
jawab KPU Kabupaten/Kota,

Menimbang jika perbuatan yang dilanggar adalah dugaan
pelanggaran administrasi oleh PPK namun dalam hal ini masa kerja
FPPK sudah berakhir, akan tetapi karena PPK sebagai panitia yang
dibentuk cleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di
ungkat Kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka surat-menyurat atau
korespondensi tetap ditujukan kepada PPK dan dapat disampaikan
dengan adressal kepada yang memiliki kewenangan pembentuk
yakni KPU Kabupaten/Kota;
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10.2.8

10.2.8

Menimbang Terlapor | dalam jawabannya menyatakan bshwa
berdasarkan kelenluan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Badan
Pengawas Pernilthan Umum Republik indonesia Nomor 8 Tahun
2022 tentang Penyslesalan Pelanggaran Administratif Pemiliban
Umum menyatakan bahwa dalam hal setelah penetapan hasil
perolehan Peserta Pemilu secara Nasional terdapat Laporan dugaan
Pelanggaran Administratif pemilu yang disampaikan kepada
Bawasiu, Bawasly Provinsi, ataw Bawasiu Kabupatenikota yang
berpotens: mengubah hasil perolehan suars Peserta Pemilu dan
disjukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitus,
Bawaslu, Bawasly Prowins), alau Bawaslu Kabupaten/ota
menghenhkan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan
Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan
hasil Pemiu melalui keterangan Tertulis,

Maka Majelis Pemeriksa menyampalkan bahwa Pasal 12 Ayat (3)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Momor 8 Tahun 2022 beriaku dalam hal laporan dugaan pelanggaran
pemilu disampaikan setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara
secara Nasional, berpotensi mengubah hasil perolehan suara
Peserta Pemilu dan diajukan oleh Peserta Pemilu kepada
Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam perkara aguo tidak terdapat
Fihak dan/atau Peserta Pemilu yang mengajukan maten
permohonan sebagaimana materi dalam laporan aguo kepada
Mahkamah Konstitusi,

Menimbang berdasarkan Laporan Hasil Investigasi yang dilakukan
Bawaslu Provinsi Banten serta pemernksaan bukti Pelapor dan
Terlapor, Majelis Pemeriksa menemukan fakia bahwa terdapat
perbedaan perolehan suara pada Partai PDI Perjuangan dan Calon
Legislatif DFR R|I Nomor Urut 2 Partai PDI Perjuangan antara
formulir model D.HASIL KECAMATAMN-DPR dengan formulir
C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C. HASIL-DFPR sebagai
berkut

Kabupaten Lebak
Kecamatan DesalKelurahan e
7 Parung Sar| g
Sajira Sindang Sari 12
_ Sajira Mekar 4
Rangkasbitung Kolelet Wetan 5
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Jatimulya 2
‘Muara Ciujung Barat 4
Warunggunung Baros 85 -
Cihara Barunai 2
Kabupaten Pandeglang
Kecamatan DesalKelurahan TPS
l_ﬁiﬁ{aﬁu | Kramat Jaya 1
| Saketi Sindanghayu 15
r Tk Pandeglang 4,5,15,29,37 50,
| 54
i Kabayan ' 5,27,30
Babakan Kalanganyar | 10

102,10 Menimbang berdasarkan Laporan Hasil Investigasi yang dilakukan
Bawaslu Provinsi Banten serta pemeriksaan bukli Pelapor dan
Terlapor, Majelis Pemeriksa menemukan fakta bahwa beberapa TPS
di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, yang terdapat
perbedaan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pelapor,
telah dilakukan perbaikan kesalahan penulisan danfatau telah
dilakukan perbaikan kesalahan penghitungan sebagaimana
ketentuan perundang-undangan,

10211 Menimbang berdasarkan Laporan Hasil Investigasi yang dilakukan
Bawaslu Provinsi Banten serta pemerikeaan bukfi Pelapor dan
Terlapor, Majelis Pemeriksa menemukan fakta bahwa fidak terdapat
perbadaar perolehan suara pada Partai PDI Perjuangan dan Calon
Legislatif DPR Rl Nomor Urut 2 Partai PDI Perjuangan antara
formulir model DHASIL KECAMATAN-DPR dengan formulir
C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C. HASIL-DPR sebagai

berikut;
TR i Kabupaten Lebak a
Kecamatan | DesalKelurahan | TPS
"Cibeber Ghorek Tengah '
 Lebakgedong “Banjarsari 5|
e | Prabugantungan
Margamulya
Cibadak Tambakbaya 18
Kabupaten Pandeglang |
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10.2.13

Kecamatan Desal/Kelurahan TPS '

| Saketi Mekarwangi
"E-fl:réln.-.lng =i __Ci-t'lﬂilun!;'l
| Menes  Kadukpayung e

Menimbang adanya fakta perbedaan perolehan suara antara formulir
model D.HASIL KECAMATAMN-DPR dengan formulir C.HASIL
SALINAN-DFR atau formulir model C HASIL-DPR pada perclehan
suara Partai PDI Perjuangan dan Calon Legisiatif DPR RI Nomor
Urut 2 Partal PDI Perjuangan di Kabupaten Lebak PPK Sajira, PPK
Rangkasbitung, PPK Warunggunung, PPK Cihara dan di Kabupaten
Pandeglang FPK Cimanggu, PPK Saketi, PPK Pandeglang, menurut
majelis pemeriksa terjadi akibat penyimpangan pelaksanaan tata
cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana Pasal 15 ayat (1), ayat
{4), ayat (B) huruf &, huruf f dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) serta ayat
(4) Peraturan KFL! nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan
Umum vyang pada prinsipnya mensyaratkan pelaksanakan
rekapitulasi perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK
dengan mempersilakan PPS membacakan data dalam formulir
Model C.HASIL dan mencocokkan data dalam formulir Model
C.HASIL dengan data dan foto dalam Sirekap, selanjutnya PPK
menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
kecamatan dalam berita acara dan serdificat rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model
O HASIL KECAMATAN yang dibuat melalui Sirekap, mencetak
formulir Model D.HASIL KECAMATAN melalui Sirekap dan
menyampaikan kepada Saksi;

Menimbang pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan Pasal 15
ayat (1), ayat (4), ayat (6) huruf e, huruf f dan Pasal 18 ayat (1), ayat
(2] serta ayat (4) Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perclehan Suara Dan Penetapan
Hasil Femilihan Umum adalah pelanggaran atas tata cara, prosedur,
atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Perbawaslu
Momor 8 tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilihan Umum:
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10.2.14

10.2.15

10.2.16

Menimbang proses PPK  menuangkan rekapitulasi  hasil
penghitungan perclehan suara kedalam D-Hasil Kecamatan,
mencetak serla menyampaikan kepada saksi pada saat
Rekapitulasi, sepenuhnya dilakukan oleh PPK sebagaimana pasal
18 angka (1), (2), dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomar
5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilu,

Berkenaan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tata cara, prosedur, dan mekanisme hanya dapat
dibebankan kepada PPK yang melakukan in casu di Kabupaten
Lebak PPK Sajira, PPK Rangkasbitung., PPK Warunggunung, PPK
Cihara serta di Kabupaten Pandeglang PPK Cimanggu, PPK Saketi
dan PPK Pandeglang:

Menimbang dalam perkara a guo tidak terdapat pelanggaran atas
pelaksanaan tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pleno
rekapitulas: di Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Cileles,
Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak dan
Kecamatan Clbaliung, Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang,
maka fidak ada perlanggungjawaban yang harus dibebankan
kepada PPK Lebakgedong, PPK Cileles, PPK Cibeber Kabupaten
Lebak; PPK Cibaliung dan PPK Menes Kabupaten Pandeglang,
sedangkan terhadap Tia Rahmania, tidak terdapat cukup bukti
terlibat dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara pada Tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten, mencetak serta
menyampaikan kepada saksi, oleh karenanya fidak dapat
dibebankan pertanggungjawaban pelaksanaan tata cara, prosedur,
dan mekanisme kepada Tia Rahmania;

Menimbang bahwa PPK Sajira, PPK Rangkasbitung, PPK
Warunggunung, PPK Cihara Kabupaten Lebak telah menggunakan
DHASIL KECAMATAN-DPR yang hasil perolehan suaranya
berbeda dan T HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C. HASIL-
DPR pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari
Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Urmum Tahun
2024 di Kabupaten Lebak Tanggal 29 Februari = 3 Maret 2024,
sedangkan PPK Cimanggu, PPK Saket dan PPK Pandeglang
Kabupaten  Pandeglang telah  menggunakan D HASIL
KECAMATAN-DPR yang hasil perolehan suaranya berbeda dari
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10.2.18

C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C HASIL-DPR pada
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam
Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di
Kabupaten Pandeglang Tanggal 2B Februari — 4 Maret 2024. Kedua
hal tersebut adalah pelanggaran Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 5§
tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perclehan
Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip:

a. mandin;

b, jujfur;

c. adil;

d. berkepastian hukum,

. tertib;

f lerbuka,

8. proporsionalilas,

h. profesionaiifas,

I akuntabel;

| efektif

k. efisien; dan

{. aksesibel

Menimbang meskipun Terlapor atau sebagian dan Terlapor terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif
Pemilu, akan tetapi Hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan
sehingga telah menjadi obyek perselisihan hasil Pemilu di
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, oleh karena itu
berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor
280/PP 00.00/K1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024, maka terhadap
pelanggaran administrasi Pemilu dalam perkara aquo tidak dapat
diterapkan sanksi perbaikan administrasi, namun demikian
diperlukan sanksi administrasi lain kepada Terlapor atas
pelanggaran yang telah dilakukan,

Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang
tidak relevan dengan pokok persoalan, majelis menilal tidak perlu
untuk diperimbangkan.
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Bahwa Bawaslu Provinsi Banten terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di

atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Bawaslu Frovinsi Banten berwenang memeriksa, mengkaiji dan memutus Laporan
Pelapor;

Tindakan Terlapor PPK Sajira, PPK Rangkasbitung, PPK Warunggunung, PPK
Cihara Kabupaten Lebak, membuat formulir model D.HASIL KECAMATAN-DFR
yaig jumlah perolehan suara pada masing-masing TPS-nya berbeda dengan
formulir C.HASIL SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR sera
menggunakannya pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di
KPU Kabupaten Lebak merupakan pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan
ketentuan Pasal 2 dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Peraturan KPU Nomor
3 Tahun 2024 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Tindakan Terlapor PPK Cimanggu, PPK Saketi, PPK Pandeglang Kabupaten
Fandeglang membuat formulir model D.HASIL KECAMATAN-DPR yang jumiah
perolehan suara pada masing-masing TPS-nya berbeda dengan formulir C.HASIL
SALINAN-DPR atau formulir model C.HASIL-DPR serta menggunakannya pada
saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten
Pandeglang, merupakan pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan ketentuan
Pasal 2 dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Peraturan KPU Nomor 5 Tahun
2024 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perclehan Suara Dan
Penetapan Hasil Pemilinan Umum.

Mengingat - M Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum,
2 Feraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomaor 7
Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum:
3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum MNomor 8
Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilihan Umum:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor PPK Sajira, PPK Rangkasbitung, PPK Warunggunung, PPK
Clhara Kabupaten Lebak, dan PPK Cimanggu, PPK Saketi, PPK Pandeglang
Kabupaten Pandeglang terbukli secara sah dan meyakinkan melakukan pebuatan
yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan
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rekapitulast hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan
melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan
Dlemikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Banten aleh:
1) Ali Faisal Sebagai Ketua, 2) Badrul Munir, 2) Ade Wahyu Hidayat, 4) Ajat Munajat,
5) Zainal Muttagin, §) Liah Culiah, dan 7) Sumantri masing-masing sebagal anggota
pada han Minggu, tanggal Dua belas, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan
dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Tiga Belas,
bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Banten

Ketua
Tid,
ALI FAISAL
Anggota Anggota
Tid Tid
BADRUL MUNIR ADE WAHYU HIDAYAT
Anggota Anggota
Tid. Tid
AJAT MUNAJAT ZAINAL MUTTAQIN
Anggota Anggota
Ttd. Tid.
LIAH CULIAH SUMANTRI

Sekretaris Pemenksa

T

ADE WAWAN DARMAWAN
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